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KANTOR NOTARIS

Nomor : 32 (Tiga puluh dua).

Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn BERITA ACARA
YOGYAKARTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Perseroan Terbatas
“PT EASTPARC HOTEL, Tbk”

/
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan———-

September tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022);——
Pukul 14.10 WIB (Empat belas lebih sepuluh menit Waktu—-
Indonesia Bagian Barat);
Berhadapan dengan saya, Doktor TABITHA SRI JEANY,——
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Yogyakarta, Jalan Pakuningratan Nomor : 49 (Empat puluh—
sembilan), Kota Yogyakarta, dan dengan dihadiri oleh————
saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut dalam akhir—
akta ini, atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas——————
“PT EASTPARC HOTEL, Tbk” (untuk selanjutnya cukup—
disebut “Perseroan”), yang berkedudukan di Kabupaten——
Sleman, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia,——-
yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Nomor :——
16 (Enam belas) tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua
ribu sebelas (26-07-2011), yang dibuat dihadapan TRl AGUS—
HERYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Sleman, yang akta—
pendiriannya telah mendapatkan pengesahan badan hukum--
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-48589.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal
lima bulan Oktober tahun dua ribu sebelas (05-10-2011).
Yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam :———

- Akta Nomor : 09 (Sembilan) tanggal dua puluh lima bulan
Juni tahun dua ribu tiga belas (25-06-2013), yang dibuat—
dihadapan TRI AGUS HERYONO, Sarjana Hukum, -
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m yang mana pemberitahuan perubahan--

anggaran dasar dan data perseroannya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan——
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia——
Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.10-30260
dan Nomor : AHU-AH.01.10-30261, keduanya tertanggal—
dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu tiga belas——————

(23-07-2013);
Akta Nomor : 08 (Delapan) tanggal lima belas bulan———
September tahun dua ribu empat belas (15-09-2014), yang—
dibuat dihadapan TRI AGUS HERYONO, Sarjana Hukum,
Notaris di Sleman, yang mana pemberitahuan perubahan-
data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam——
Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHU-
32548.40.22.2014, tertanggal dua puluh dua puluh bulan—
September tahun dua ribu empat belas (22-09-2014) dan—
perubahan lainnya telah mendapatkan persetujuan dari—-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Nomor : AHU-08679.40.20.2014 serta—
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah——-
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan—
Hukum dengan Nomor : AHU-06746.40.21.2014, yang———
keduanya tertanggal dua puluh sembilan bulan September

tahun dua ribu empat belas (29-09-2014);
Akta Nomor : 6 (Enam) tanggal lima bulan Desember———
tahun dua ribu tujuh belas (05-12-2017), yang dibuat
dihadapan BONG HENDRI SUSANTO, Sarjana Hukum,—
Notaris di Yogyakarta, yang mana pemberitahuan———————
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat—
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-——-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik—-
Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0200857,———




e - : tertanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu—
KANTOR NOTARIS .
Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKy, | tujuh belas (14-12-2017)-

YOCGYAKARTA [ - Akta Nomor : 16 (Enam belas) tanggal dua puluh bulan-—-—
Maret tahun dua ribu delapan belas (20-03-2018), yang——
dibuat dihadapan BONG HENDRI SUSANTO, Sarjana——
Hukum, Notaris di Yogyakarta, yang mana pemberitahuan
perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat-—
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-——-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-——
Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0129199,
tertanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu
delapan belas (29-03-2018);
l - Akta Nomor : 25 (Dua puluh lima) tanggal dua puluh——
delapan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas———
(28-06-2018), yang dibuat dihadapan BONG HENDRI——
SUSANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, yang-
mana pemberitahuan perubahan data perseroannya telah-—
diterima dan dicatat di dalam database Sistem-———————
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan——
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor :—
AHU-AH.01.03-0217360, tertanggal dua bulan Juli tahun—
dua ribu delapan belas (02-07-2018);
| - Anggaran Dasar Perseroan tersebut seluruhnya juga telah
diubah kembali dalam rangka Penawaran Umum Saham-—
kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan—
Peraturan Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan)
Nomor : IX.J.1. Lampiran Keputusan Badan Pengawas——
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :

179/BL/ 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar———
Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal empat—-
belas bulan Mei tahun dua ribu delapan (14-05-2008),——
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m Jasa Keuangan tanggal empat belas——
bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (14-03-2017),~—~——
Nomor : 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas-——-
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
32/POJK.04/2014 tanggal delapan bulan Desember tahun
dua ribu empat belas (08-12-2014) tentang Rencana dan-——
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan—
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas—
Jasa Keuangan Nomor : 034/ POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan————
Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
035/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten—
atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa-————
Keuangan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember--—
tahun dua ribu empat belas (29-12-2014), Nomor :
38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu,-
sebagaimana telah dimuat dalam Akta Nomor : 20 (Dua—
puluh) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu
sembilan belas (04-03-2019), yang dibuat dihadapan——
SUGIH HARYAT], Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Provinsi Banten, berkedudukan di
Kota Tangerang, yang mana perubahan anggaran-————
dasarnya telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri——
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—————
dengan Nomor : AHU-0013218.AH.01.02TAHUN 2019,—
tertanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan-—
belas (11-03-2019);

| - Akta Nomor : 166 (Seratus enam puluh enam) tanggal tiga

puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas—
L(31-10-2019), yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI,—
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m Magister Kenotariatan, Notaris di

Provinsi Banten, berkedudukan di Kota Tangerang, yang—
mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan—
Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Nomor :
AHU-AH.01.03-0359153, tertanggal tiga belas bulan
November tahun dua ribu sembilan belas (13-11-2019);~——
Akta Nomor : 52 (Lima puluh dua) tanggal dua puluh—o-
sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu—-

(29-04-2021), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang—
mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan—
Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Nomor :
AHU-AH.01.03-0289801, tertanggal lima bulan Mei tahun—
dua ribu dua puluh satu (05-05-2021);
Akta Nomor : 9 (Sembilan) tanggal sebelas bulan Maret-—
tahun dua ribu dua puluh dua (11-03-2022), yang dibuat—
dihadapan saya, Notaris, yang mana pemberitahuan————-
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat-—
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh————
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik—
Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0180502,
tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua—
puluh dua (18-03-2022);
Akta Nomor : 37 (Tiga puluh tujuh) tanggal dua puluh———-
sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua
(29-03-2022), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang—
mana pemberitahuan perubahan data perseroannya telah--
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan—




KANTOR NOTARIS

Dr. TABITHA SRI [EANY, SH. MKn | Republik Indonesia dengan Nomor :

YOGYAKARTA

Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

AHU-AH.01.09-0000280, tanggal satu bulan April tahun—
dua ribu dua puluh dua (01-04-2022).

| - Serta perubahan akta terakhir Perseroan termuat dalam—

Akta Nomor : 17 (Tujuh belas) tanggal enam belas bulan—
September tahun dua ribu dua puluh dua (16-09-2022),—
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang mana-—————
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya—
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi—
Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi—
Manusia Republik Indonesia dengan Nomor :
AHU-AH.01.03-0292793, tanggal sembilan belas bulan——
September tahun dua ribu dua puluh dua (19-09-2022).—
-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang——
terakhir termuat dalam Akta Nomor : 37 (Tiga puluh tujuh)—
tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua—-
puluh dua (29-03-2022), yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang mana pemberitahuan perubahan data perseroannya——
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi——
Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi-——
Manusia Republik Indonesia dengan Nomor :
AHU-AH.01.09-0000280, tanggal satu bulan April tahun dua-
ribu dua puluh dua (01-04-2022).
-Berada di Eastparc Hotel Yogyakarta, Jalan Kapas Nomor :—
1 (Satu), Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.-
-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan—
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar—
Biasa yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat—
tersebut di atas (yang selanjutnya cukup disebut “Rapat”).—
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir-—————
dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh :

\
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ml_m BIN OMAR ABDAT, Warga Negara——

Singapura, lahir di Malaysia, tanggal lima bulan Oktober—
tahun seribu sembilan ratus enam puluh (05-10-1960), -
Wiraswasta, bertempat tinggal di 29 Flora Road #08-08—
Singapore 509742, Singapore; Pemegang Kartu ljin Tinggal
Tetap Elektronik (e-KITAP) Nomor : 2D41YA0038-Q,———
Pemegang Passport Singapura Nomor : E6851774C. v
Selaku Direktur Utama dan sah sebagai pemegang-————
1.754.744.350 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh empat-—
juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima—
puluh) lembar saham Perseroan.

2. Tuan HELMI KHALID ABDAT, Warga Negara———————

Singapura, lahir di Malaysia, tanggal tujuh belas bulan-——-
Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan (17-08-1988), Wiraswasta, bertempat tinggal di-—
| APT BLK 269 Pasir Ris Street 21 305-438 Singapore 510269;
t Pemegang Kartu ljin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)—
Nomor : 2D41Y A0051-S, Pemegang Passport Singapura——
Nomor : K1719103B.
Selaku Direktur dan sah sebagai pemegang 36.969.060-——
(Tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh————
sembilan ribu enam puluh) lembar saham Perseroan.———

3. Tuan MUHAMMAD ANIS, Warga Negara Indonesia,—

lahir di Pekalongan, tanggal tiga puluh satu bulan Januari
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam-———————
(31-01-1976), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di———
Ngadisuryan KT.1 (Satu)/66 (Enam puluh enam)————
Yogyakarta, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 007/002,—
Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;—
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia—-
Nomor Induk Kependudukan : 3471093101760002.
Selaku Direktur Perseroan.




BESN

BETRICTR % S |T. Tuan WAHYUDI EKO SUTORO, Warga Negara-—————

Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn | Indonesia, lahir di Yogyakarts, tanggal lima bulan———
YOGYAKARTA November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga—
(05-11-1973), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-————
Palgading, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 001/017,~—
Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia—
Nomor Induk Kependudukan : 3471010511730001.
Selaku Direktur Perseroan.
5. Tuan MUHAMMAD ANWAR KARIM, Sarjana-—————
Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta—
tanggal dua puluh enam bulan September tahun seribu——
sembilan ratus tujuh puluh tiga (26-09-1973), Wiraswasta,—
bertempat tinggal di Jalan Purbayan 24 (Dua puluh——
empat), Rukun Tetangga/Rukun Warga : 049/011,
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kecamatan Kotagede,—
Kota Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan :———
3471142609730001.
Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan——
hukum dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama :-—
a. diri sendiri, selaku Komisaris Utama Perseroan;———
b. selaku kuasa dari :
Nyonya Hajjah KAELESHA AFIATI, Warga Negara—
Indonesia, lahir di Yogyakarta, tanggal sembilan bulan
Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu—
(09-03-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-—
Sisingamangaraja 76 (Tujuh puluh enam) Yogyakarta,
Rukun Tetangga/Rukun Warga : 026/007, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota
Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk
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seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (15-10-1973),

m Nomor Induk Kependudukan :—

3471144903610001.
Sah sebagai pemegang 170.000.000 (Seratus tujuh———--
puluh juta) lembar saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-
dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal dua——-
puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh
dua (22-09-2022), yang telah di Legalisasi dihadapan—
saya, Notaris, dengan Nomor : 3755/L.09/TS/2022,—
tertanggal dua puluh dua bulan September tahun dua
ribu dua puluh dua (22-09-2022). '
Tuan EDWIN JAYANDARU, Warga Negara Indonesia,—
lahir di Magelang, tanggal lima belas bulan Oktober tahun

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati B-I—
(Satu) Kalikecis, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 006/006,
Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten—
Magelang, Provinsi Jawa Tengah; Pemegang Kartu Tanda—
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk

Kependudukan : 3172031510730012.
Selaku Komisaris Independen Perseroan.

. Nyonya BELIA KUSUMAWATI PRABOWO, Warga——

Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal dua belas——
bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
empat (12-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-—
di Cupuwatu I (Satu), Rukun Tetangga/Rukun Warga :—
001/001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan,
Kabupaten Sleman; Pemegang Kartu Tanda Penduduk-—
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan :
3174105210940003.
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mmg:nnya untuk melakukan tindakan-——-—
hukum dalam akta ini bertindak selaku kuasa dari dan—

oleh karena itu untuk dan atas nama :

a,

Nona FAUZIAH UMAR ABDAT, Warga Negara———
Indonesia, lahir di Bogor, tanggal lima belas bulan——
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh—-
tujuh (15-10-1987), Wiraswasta, bertempat tinggal di-—
Kampung Anyar, Rukun Tetangga/Rukun Warga :-—
003/012, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten—
Bogor, Provinsi Jawa Barat; Pemegang Kartu Tanda—
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-————————
Kependudukan : 3201255510870003.
Sah sebagai pemegang 202.850.060 (Dua ratus dua juta
delapan ratus lima puluh ribu enam puluh) lembar——
saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal tiga belas
bulan September tahun dua ribu dua puluh dua
(13-09-2022), yang telah di Legalisasi dihadapan———
MUSLINA DEWI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan—-
Nomor : 393/ Daftar/1X /2022, tertanggal tiga belas——
bulan September tahun dua ribu dua puluh dua
(13-09-2022).
Nyonya NADIAH KHALID ABDAT, Warga Negara—
Singapura, lahir di Malaysia, tanggal dua belas bulan—
Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam--
(12-05-1986), Wiraswasta, bertempat tinggal di APT—
BLK 269 Pasir Ris Street 21 305438 Singapore 510269;,—
Pemegang Passport Singapura Nomor : K1807713Z . —

10
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52 sebagai pemegang 193.375.320 (Seratus sembilan—
puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga——
ratus dua puluh) lembar saham Perseroan.

Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat--
dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal dua
puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua
(20-09-2022), yang telah di Legalisasi dihadapan saya,—
Notaris, dengan Nomor : 3752/ L.09/ TS/ 2022,
tertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu-

dua puluh dua (20-09-2022).
Nyonya FAZLINA OMAR ABDAT, Warga Negara—
Singapura, lahir di Singapura, tanggal dua puluh tiga—
bulan Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh——-
enam (23-05-1966), Wiraswasta, bertempat tinggal di—
11A Jalan BK 5D/1C Bandar Kinrara 47180 Puchong—
Selangor Malaysia; Pemegang Passport Singapura——
Nomor : K1130724A.
Sah sebagai pemegang 90.517.180 (Sembilan puluh juta
lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh)—-
lembar saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan tertanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang telah
diketahui dan disahkan di hadapan FAHRI,

AZZAT & CO, Notary Public Petaling Jaya, Selangor,—
Malaysia, tertanggal tiga belas bulan September tahun—
dua ribu dua puluh dua (13-09-2022).

. Tuan ARIFF BIN ZAHID, Warga Negara Malaysia,—

lahir di Singapura, tanggal enam belas bulan Januari—
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu——
(16-01-1991), Wiraswasta, bertempat tinggal di 11A—

alan BK 5D/1C Bandar Kinrara 47180 Puchong

11
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Selangor Malaysia; Pemegang Passport Malaysia———-
Nomor : A50362380.
Sah sebagai pemegang 89.703.050 (Delapan puluh
sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh) lembar--
saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan tertanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang telah
diketahui dan disahkan di hadapan FAHRI,

AZZAT & CO, Notary Public Petaling Jaya, Selangor,—
Malaysia, tertanggal tiga belas bulan September tahun—
dua ribu dua puluh dua (13-09-2022).-
Nona FARIZAH BINTI ZAHID, Warga Negara—————
Malaysia, lahir di Singapura, tanggal sebelas bulan—-
Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam (11-12-1996), Wiraswasta, bertempat tinggal di—
11A Jalan BK 5D/1C Bandar Kinrara 47180 Puchong—
Selangor Malaysia; Pemegang Passport Malaysia-—-
Nomor : A50362381.
Sah sebagai pemegang 89.703.050 (Delapan puluh
sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh) lembar-
saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan tertanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang telah
diketahui dan disahkan di hadapan FAHRI,

AZZAT & CO, Notary Public Petaling Jaya, Selangor,—
Malaysia, tertanggal tiga belas bulan September tahun-
dua ribu dua puluh dua (13-09-2022).

. Nona NAJIHA BINTI ZAHID, Warga Negara———

Malaysia, lahir di Singapura, tanggal tiga belas bulan—
November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
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m Wiraswasta, bertempat tinggal di—
11A Jalan BK 5D/1C Bandar Kinrara 47180 Puchong—
Selangor Malaysia; Pemegang Passport Malaysia
Nomor : A50052773.
Sah sebagai pemegang 89.703.050 (Delapan puluh—
sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh) lembar-—
saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan tertanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang telah
diketahui dan disahkan di hadapan FAHRI,——v
AZZAT & CO, Notary Public Petaling Jaya, Selangor,—
Malaysia, tertanggal tiga belas bulan September tahun—

dua ribu dua puluh dua (13-09-2022).

. Nyonya GUSTI SABAH BINTE ZAKARIA

BAGHARIB, Warga Negara Singapura, lahir di————
Singapura, hnggal dua puluh tiga bulan November—
tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu——————
(23-11-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di APT—
BLK 201 Bedok North Street 1#04-533 Singapore—————
460201; Pemegang Passport Singapura Nomor -
K1947202H.
Sah sebagai pemegang 137.646.260 (Seratus tiga puluh--
tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
enam puluh) lembar saham Perseroan.
Sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat—
dibawah tangan tertanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang telah
diketahui dan disahkan di hadapan FAHRI,

AZZAT & CO, Notary Public Petaling Jaya, Selangor,—
Malaysia, tertanggal tiga belas bulan September tahun—
dua ribu dua puluh dua (13-09-2022).
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Dr. TABITHA SRI[EANY. SH. MKn | tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sah—

YOGYAKARTA sebagai pemegang 20.752.300 (Dua puluh juta tujuh ratus—
lima puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham Perseroan.—
-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal dan pada saat ini—
sedang berada di Yogyakarta.
-Sebelum rapat dimulai, Master of Ceremony mengucapkan-———
sepatah dua patah kata sebagai pembukaan awal dan
menyampaikan untuk penyelenggaraan Rapat ini
dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan dan
dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh—
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. --
-Rapat ini diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib yang-—
telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin—
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai dengan——-——
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor :
15/POJK.04 /2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan——-
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, atau—
untuk selanjutnya disebut sebagai “POJK 15/2020" .
-Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Rapat, Master of Ceremony membacakan-——
ringkasan Tata Tertib Rapat, dan selengkapnya sebagaimana—
telah dibagikan sebelum memasuki ruangan rapat.—————
-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan anggota——
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam-——
Rapat, yaitu :
Dimulai dari anggota Direksi, yang hadir dalam Rapat ini,—
yaitu :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ini, yaitu :——
| Direktur Utama : Tuan KHALID BIN OMAR

) ABDAT;
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Direktur : Tuan HELMI KHALID——
ABDAT;
Direktur : Tuan MUHAMMAD——
ANIS;
Direktur : Tuan WAHYUDI EKO—
SUTORO;
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ini, yaitu ;-
, Komisaris Utama : Tuan MUHAMMA D——
l ANWAR KARIM, Sarjana--
Ekonomi;
’ Komisaris Independen  : Tuan EDWIN
| JAYANDARU;

-Selanjutnya diperkenalkan juga :
- Nyonya EVA RACHMAN dan Nyonya SUSANA dari—
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek—
Perseroan;
- Saya, Notaris, yang akan menyusun Risalah Rapat hari—
| ini.
-Demikian pengantar yang disampaikan oleh Master of
Ceremony, selanjutnya Rapat diserahkan kepada Penghadap—
Tuan MUHAMMAD ANWAR KARIM, Sarjana Ekonomi,—
selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.-—
-Penghadap Tuan MUHAMMAD ANWAR KARIM, Sarjana
Ekonomi, selaku Pimpinan Rapat, terlebih dahulu
mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai pembukaan—
awal dan menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 14—
ayat 36 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Penghadap Tuan—
MUHAMMAD ANWAR KARIM, Sarjana Ekonomi selaku—
Komisaris Utama Perseroan, telah ditunjuk sedemikian itu—
berdasarkan Akta Nomor : 52 (Lima puluh dua) tanggal dua—
puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu—
(29-04-2021), yang d‘;buat dihadapan saya, Notaris, akan——
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mu Pimpinan Rapat pada hari ini.
-Selanjutnya, disampaikan bahwa dalam menyelenggarakan-—
Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 5, 6, dan 14—
Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-———-
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk———
ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi———
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut -
1

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
(untuk selanjutnya disebut sebagai “OJK") dengan Surat-—
Perseroan tertanggal dua belas bulan Agustus tahun dua--
ribu dua puluh dua (12-08-2022) Nomor : 0116/ PT. EPH-
Tbk/SK-LAP/VIII/2022;
Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada—
Para Pemegang Saham Perseroan melalui (i) situs web———
Perseroan (www.eastparc.co.id); (ii) situs web Bursa Efek--
Indonesia (www.idx.co.id); dan (iii) situs web penyedia—
fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian———-
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berupa eASY.KSEl, yang
seluruhnya dilakukan pada tanggal dua puluh dua bulan--
Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (22-08-2022);——
Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham-——
Perseroan melalui (i) situs web Perseroan
(wwwe.eastparc.co.id); (ii) situs web Bursa Efek Indonesia—
(www.idx.co.id); dan (iii) situs web penyedia fasilitas——
e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek-—
Indonesia (“KSEI") berupa eASY.KSEI, yang seluruhnya--
dilakukan pada tanggal enam bulan September tahun dua
ribu dua puluh dua (06-09-2022).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,——
Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum berdasarkan-
| ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan--
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Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-——
Terbatas.

-Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per-——-
tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua-
(05-09-2022) yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora Biro—
Administrasi Efek, Perseroan telah menerbitkan saham-————
sebanyak 4.126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh enam
juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham.—
-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh Biro————
Administrasi Efek Perseroan, saham yang hadir dan/atau——-
diwakili dalam Rapat ini sebanyak 2.875.963.680 (dua milyar—
delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam——
puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham atau
mewakili 69,70 % (enam puluh sembilan koma tujuh nol—
persen) dari 4,126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh—
enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam)
saham yang merupakan seluruh saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak
suara yang sah.
-Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum-——————-
sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya
Rapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang—
mengikat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan—
pernyataan saya, Notaris, bahwa kuorum Rapat telah——————
terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka——
dengan resmi pada pukul 14.10 (Empat belas lebih sepuluh—
menit Waktu Indonesia Bagian Barat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk-———————

memenuhi persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020,
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Dr. TABITHA SRI JEANY. SH. ;\ll(q pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara—
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singkat, pemberitahuan Mata Acara Rapat, mekanisme————
pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata-—
cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan—
pertanyaan dan/atau pendapat.
-Pimpinan Rapat mempersilakan Direktur Perseroan untuk—
menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat,——
-Tuan WAHYUDI EKO SUTORO selaku Direktur Perseroan
untuk menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai—

berikut :
PT Eastparc Hotel Tbk merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang usaha perhotelan. Perseroan saat—
ini mengelola sebuah hotel yang bernama Eastparc Hotel-
Yogyakarta yang berada di Sleman, Yogyakarta. Tanggal--
pendirian Perseroan yaitu pada tanggal dua puluh enam-
bulan Juli tahun dua ribu sebelas (26-07-2011) dan
kemudian melakukan pencatatan saham di Bursa Efek——
Indonesia pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu
sembilan belas (09-07-2019).
Hingga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua———-
(06-2022), Perseroan mencapai pendapatan sebesar————
Rp. 39.056.877.470,- (Tiga puluh sembilan milyar lima-———
puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu——-
empat ratus tujuh puluh rupiah), meningkat 80,18 % YoY-
(Delapan puluh koma satu delapan persen Year On Year).—
Sedangkan untuk laba bersih sampai bulan Juni tahun dua
ribu dua puluh dua (06-2022) adalah sebesar
Rp. 13.241.025.614,- (Tiga belas milyar dua ratus empat—
puluh satu juta dua puluh lima ribu enam ratus empat—
belas rupiah), naik sebesar 296,80 % YoY (Dua ratus—————
sembilan puluh enam koma delapan nol persen Year On—
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-

Mt hunian sampai bulan Juni——-

tahun dua ribu dua puluh dua (06-2022) adalah 87,53 %—
(Delapan puluh tujuh koma lima tiga persen), naik 23,44 %
YoY (Dua puluh tiga koma empat empat persen Year On-—
Year). Kinerja keuangan tersebut membaik seiring dengan
membaiknya penangangan COVID-19 di Indonesia dan—
menunjukkan bahwa Perseroan akan senantiasa
menerapkan strategi yang dianggap efektif dan efisien--—
Peningkatan kinerja Perseroan sampai kuartal kedua——
tahun dua ribu dua puluh dua (2022) tersebut lantas tidak
membuat Perseroan menjadi lengah. Pada kuartal ketiga—
tahun dua ribu dua puluh dua (2022) ini Perseroan terus—
berusaha mencari peluang untuk meningkatkan kinerja.—
Terlihat dari grafik, bahwa pada bulan Juli tahun dua ribu
dua puluh dua (07-2022) dan bulan Agustus tahun dua—-
ribu dua puluh dua (08-2022), Perseroan mampu-——————
mempertahankan tingkat pendapatannya. Sampai bulan—
Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08-2022),———
Perseroan mampu memperoleh pendapatan sebesar
Rp. 54.002.340.023 (Lima puluh empat milyar dua juta tiga
ratus empat puluh ribu dua puluh tiga rupiah), meningkat
109,32 % YoY (Seratus sembilan persen koma tiga dua—-
persen Year On Year).
Pada awal bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua—-
(03-2022) dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua—
(05-2022), Eastparc Hotel Yogyakarta membangun fasilitas
wahana bermain air baru yang diberi nama AngelFalls—
dan Wavepool. Fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati—
oleh para tamu yang menginap di Eastparc Hotel
Yogyakarta. Sehingga, adanya fasilitas tersebut

diharapkan daps;t semakin menarik minat masyarakat——
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untuk menginap di Eastparc Hotel Yogyakarta.
Demikian penjelasan singkat mengenai kondisi umum-—-
Perseroan yang dapat kami sampaikan.
-Selanjutnya karena semua persyaratan baik mengenai————
pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum Rapat telah—
dipenuhi semuanya, maka Pimpinan Rapat dengan inji-———-
menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan dapat
dilangsungkan, kemudian pimpinan Rapat memulai Rapat-—
-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Pemanggilan
Rapat, sehingga Mata Acara Rapat ini adalah sebagai berikut :
- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan—
Usaha Perseroan.
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang——————
Pemegang Saham yang berhak untuk menambah atau
merubah Mata Acara Rapat ini, oleh karenanya Mata Acara—
Rapat tersebut dapat diterima oleh Para Pemegang Saham dan
dinyatakan sah.
-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan———
terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak

| pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-—

pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib—
Rapat yang telah disampaikan di awal.

. Setelah itu, Pimpinan Rapat menyampaikan pembahasan-—-
- sesuai dengan Mata Acara Rapat dan para peserta rapat

diberikan waktu untuk memberikan tanggapan, pertanyaan—

atau pendapat, mengadakan pengambilan suara/voting
mengenai maksud diadakannya Rapat, sehingga akhirnya—

diambil suatu keputusan yaitu sebagai berikut :



——
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Dalam Mata Acara Rapat ini saya, Notaris,
menyampaikan hasil perhitungan pemegang saham yang
memberikan suara, sehingga diperoleh jumlah sebagai—
berikut :
Hadir : 2.875.963.680 (dua milyar delapan ratus—
tujuh puluh lima juta sembilan ratus-—
I enam puluh tiga ribu enam ratus-——————
delapan puluh) saham;
Tidak Setuju  : 0 (nol) saham;
Abstain : 77.700 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh——-
l ratus) saham; '
Dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak
2.875.885.980 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima
juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan——
ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99 %-——-
(Sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan———
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan———-
secara sah dalam Rapat, sehingga Rapat dengan suara—
bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan :
Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar——
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan
Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik-——-
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik-—-
Indoneisa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berbasis Risiko, yang menjadi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
Lini sesuai:dex\gan Peraturan Kepala Badan Pusat—-
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lz.

Wﬁhm 2020 tentang Klasifikasi—
Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta—————
Lampirannya (selanjutnya disebut “KBLI"), ialah—
menjalankan usaha dibidang :

a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan——-
| Makan Minum (Kategori I); serta
| b. Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
| (Kategori N).
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di—
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
Kegiatan usaha utama :
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang——————
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan

Makan Minum (Kategori I), yaitu :

- 55110 - HOTEL BINTANG::
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan
jasa pelayanan penginapan yang———————
memenuhi ketentuan sebagai hotel-—————
bintang, serta jasa lainnya bagi umum-———-
dengan menggunakan sebagian atau
seluruh bangunan.
| - 56101 - RESTORAN:
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa—
menyajikan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan————-
permanen, dilengkapi dengan jasa-—————
pelayanan meliputi memasak dan—————-
menyajikan sesuai pesanan.
| - 56303 - RUMAH MINUM/KAFE :———
Kelompok ini mencakup jenis usaha———
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Kegiatan usaha penunjang :

penyediaan utnnTanya minuman baik———
panas maupun dingin dikonsumsi di-————
tempat usahanya, bertempat di sebagian—
atau seluruh bangunan permanen, baik—
dilengkapi dengan
peralatan/ perlengkapan untuk proses-——-
pembuatan dan penyimpanan maupun--—-
tidak dan baik telah mendapatkan surat—
keputusan sebagai rumah minum dari—-
instansi yang membinanya maupun belum.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang——————
Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya———————

(Kategori N), yaitu :

82302 - JASA PENYELENGGARA EVENT
KHUSUS (SPECIAL EVENT) :

Kelompok ini mencakup kegiatan————
penyelenggara event khusus yang-——————
melakukan pengaturan dan
penyelenggaraan event khusus, baik atas—
dasar permintaan client mewujudkan
tujuan yang diharapkan melalui acara yang

diadakan, maupun event khusus yang-——
dirancang sendiri, dimulai dari proses——
pembuatan konsep, perencanaan,———————
persiapan, eksekusi hingga rangkaian——
acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan—
event khusus yang dicakup kelompok ini—
adalah festival, karnaval, event olahraga,—
event musik, event budaya, event personal-—
dan acara sejenisnya.
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Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang————
diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar-—
tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk,

menandatangani dokumen-dokumen dan/atay—————-
surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan-—————-—-
keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan--
Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam
rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan—
pendaftaran/ pencatatan dalam rangka memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang—
dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan—————-
dengan perubahan Anggaran Dasar.

-Sehubungan dengan keputusan persetujuan perubahan———
Anggaran Dasar tersebut, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3
di dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana——-
disebutkan dibawah ini dan menyatakan kembali seluruh-——-
ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ————
Pasal 1

Perseroan terbatas ini bernama “PT EASTPARC HOTEL,
Tbk"” (selanjutnya cukup disingkat “Perseroan”),
berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah—-
Istimewa Yogyakarta.
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-—
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah———
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh—
Direksi.
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= JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ——
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas,
terhitung sejak tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua
ribu sebelas (26-07-2011).
— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ini—-
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik——
Nomor 2 Tahun 2020 tentax:g Klasifikasi Baku Lapangan-
Usaha Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya
disebut “KBLI"), ialah menjalankan usaha dibidang :-—-—
a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan-—-
| Minum (Kategori I); serta

b.  Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N).—
| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas—
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai—
berikut :
Kegiatan usaha utama :
a.  Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan—
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum-——————
(Kategori 1), yaitu

- 55110 - HOTEL BINTANG :
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa—
pelayanan penginapan yang memenuhi-—————-
ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya

bagi umum dengan menggunakan sebagian atau
seluruh bangunan.
- 56101 - RESTORAN :
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa-—————
menyajikan makanan dan minuman untuk———
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di—
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Kegiatan usaha penunjang :

/
sebagian atau seluruh bangunan permanen,———

dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi
memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
56303 - RUMAH MINUM/KAFE :
Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan—
utamanya minuman baik panas maupun dingin—
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di—
sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik-
dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan——
untuk proses pembuatan dan penyimpanan-———
maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat
keputusan sebagai rumah minum dari instansi—

yang membinanya maupun belum.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas———
| Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N), yaitu :——

| budaya, event personal dan acara sejenisnya.

82302 - JASA PENYELENGGARA EVENT-===-=-
KHUSUS (SPECIAL EVENT) :
Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara—
event khusus yang melakukan pengaturan dan——
penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar—
permintaan client mewujudkan tujuan yang
diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun
event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari
proses pembuatan konsep, perencanaan, -
persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara-——————
selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus—
yang dicakup kelompok ini adalah festival,
karnaval, event olahraga, event musik, event

-~ —

.



KANTOR NOTARIS
Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

MODAL

1.

Pasal 4
Modal dasar Perseroan berjumlah
Rp. 680.000.000.000,- (Enam ratus delapan puluh milliar—
rupiah) terbagi atas 13.600.000.000 (tiga belas milliar enam
ratus juta) saham masing-masing saham bernilai nominal-
Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor—
sebesar kurang lebih 30,34 % (Tiga puluh koma tiga———
puluh empat persen) atau sejumlah 4.126.405.336 (Empat-—
milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima——
ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai———-
nominal seluruhnya Rp. 206.320.266.800,- (Dua ratus enam
milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh—
enam ribu delapan ratus rupiah) oleh Para Pemegang-——-
Saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai
nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup—

akta ini.
Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan-
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada—
waktu dan dengan harga serta persyaratan yang—————
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat—
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS"),
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar,
Undang-undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT"”) dan peraturan perundang-undangan—
yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan—
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa—
Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham

_tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.——
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[I. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain vang baik

a.

| b.

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib—
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud-—
wajib diumumkan kepada publik pada saat

pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;——
Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib-——
dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keyangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun;—
Memperoleh persetujuan RUPS; .
Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat
di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan——————-
berdasarkan nilai pasar wajar; dan
Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau—
unsul modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,—
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri—
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh--
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan——
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ——————

| 5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran—-

a.

|b.

Umum, harus memutuskan :

Jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan—
dikeluarkan kepada masyarakat; dan
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk——
menentukan dan menyatakan jumlah pasti saham yang
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut.
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui

pengeluaran saham dalam simpanan melalui-——————




Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam
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dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka
dilakukan dengan ketentuan berikut :
a. Seluruh Pemegang Saham yang namanya telah———

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal

yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan————-

RUPS dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal di

Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli-—

terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut

(selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan “Hak—

Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat

“HMETD") dan masing-masing Pemegang Saham-——

tersebut akan memperoleh HMETD menurut-———-—

perbandingan jumlah saham yang tercatat atas—————
namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam-——-——-
jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui
pengeluaran saham baru tersebut;
| b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan—

HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan-—

dalam hal pengeluaran saham :

- Ditujukan kepada karyawan Perseroan;

- Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain

yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah—
| dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

| - Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau—-

restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;~——
dan/ atat:.
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F-D-—il'ak’uka—;s;suai dengan peraturan di bidang Pasar

Modal yang memperbolehkan penambahan modal--
tanpa HMETD.

[ ¢. HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan—

dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam-—
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu;

l d. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum--—-

terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari
RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta—
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi——-
sesuai dengan keputusan RUPS, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik———
Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;

e. Apabila HMTED tidak diambil oleh pemegang-—————

HMTED maka harus dialokasikan kepada semua——--—
Pemegang Saham yang memesan tambahan Saham-—--
bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah——-
Saham bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Saham-
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah—
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing-————
Pemegang Saham yang memesan tambahan Saham--—-
bersifat ekuitas.

f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa~——

saham sebagaimana yang dimaksud ayat 4 di atas,
maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh—————
Direksi berdasarkan RUPS kepada pihak yang telah-—
menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham--
tersebut dengan harga yang sama, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan———
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peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Republik Indonesia.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS———
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui

pengeluaran Efek tersebut.
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah——
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan——
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang-—
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan——
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban-—
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada—
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik———-

Indonesia.

7. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-

mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya—
yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan—
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di—
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal-——

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (Dua—
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan-——
sepanjang :

Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk
menambah modal dasar;
Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan—
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga
menjadi paling sedikit 25 % (Dua puluh lima persen)—
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et
dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan-——-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf
b Pasal ini;
d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana——
dimaksud dalam ayat (8) huruf ¢ Pasal ini tidak
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus———————
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga-——
modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan—
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka-——
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat-—
(8) huruf ¢ Pasal ini tidak terpenuhi;
e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(8) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk-—
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud-—
dalam ayat (8) huruf d Pasal ini.
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan-—
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor
menjadi paling kurang 25 % (Dua puluh lima persen) dari
modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan—
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan—
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus-—

persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang-———
telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham——--—
tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam————

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal.
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saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya-—
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.

l 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai
| nominal atau tanpa nilai nominal.

| 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan—
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang—
Pasar Modal. :

| 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan-——
hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, dan setiap 1 (satu)

l saham memberikan 1 (satu) hak suara.

' 5. Apabila 1 (Satu) saham karena sebab apapun menjadi——
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki——-
bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis——
seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau-—
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
| 6. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan,—
para Pemegang Saham tersebut tidak berhak:
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran
dividen untuk saham itu ditangguhkan.
| 7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam-—————
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan—
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan——
bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat—-
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.———————
b. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap—
saham diberi sehelas surat saham.
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|9.

kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-—
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan-——-
perundang-undangan.
Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Republik Indonesia berlaku peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di
Republik Indonesia.

| 10. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat-———-

dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan———
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan-————
saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar—
Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM
Pasal 6

|3.

Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti——
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh—
seorang, Pemegang Saham.
Pada surat saham harus dicantumkan
sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham.
Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus———-
dicantumkan :
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang—
Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani-——
oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan-——————
Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris,—
atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat—
saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-——

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada—
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat—
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan—
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodjan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama—
dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk—
oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut-—
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

| 6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk

saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-
kurangnya harus mencantumkan :
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan———————

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan

l Penitipan Kolektif yang bersangkutan;

b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
¢. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam-——
konfirmasi tertulis;
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan
dan dapat dipertukarkan antara satu denga yang lain;~
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk
pengubahan konfirmasi tertulis.
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| b.

tersebut dapat dilakukan jika :

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian—
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan——-
Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.——

| 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak—
| setelah memberikan penggantian surat saham.
|3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham—

tersebut dapat dilakukan jika :
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian—-

saham adalah pemilik surat saham tersebut;———————
Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat—
saham tersebut;—

saham memberikan jaminan yang dipandang cukup—

. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang————-

hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang————
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti—
surat saham,

l 4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan
| ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.—

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham--
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi——
terhadap Perseroan.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat

saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang saham yang
[berkepeniingaa:
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berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-—
Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di
tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib—————————
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan———
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di
Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
| 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai—
dengan ayat (7) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi—

l pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8
| 1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar—————
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat-——————
kedudukan Perseroan.
| 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang—-—
l dimiliki para Pemegang Saham;-
¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dan orang atau badan hukum yang-
menjadi penerima gadai atau fidusia atau saham dan—

tanggal pembebanan saham tersebut, serta;

| e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi-—
dan/atau diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l 2. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenaj——————
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-—————-
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|4.

|5.

| 7.

|6.

3. Setiap perubahan alamat dari Pemegang Saham wajib-——-

diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa—
Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk—
oleh Direksi);
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka—
semua surat kepada Pemegang Saham atau pengumuman
dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar-——-
Pemegang Saham Perseroan.
Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara—
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus-
sebaik-baiknya.
Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang—
Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan——-
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut aleh
Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau—
Kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di Indonesia.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar—————
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu—
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar-—
Modal di Indonesia.
Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan———
atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan-
atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham—
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ﬁmg akan ditentukan oleh Direksi-———————

berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima-—
oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang
bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh—-
Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153——
Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan
terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar—
Pemegang Saham Perseroan.
PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga—-———

Penyimpanan dan penyelesaian dicatat dalam buku Daftar
Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan-
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek
pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.—————-
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian——
atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada—
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank————
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank—————
Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa-—
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak———-
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-————
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan—-
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan——
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk———
Kontrak Investasi Kolektif.
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi—
tertulis kepada l;embaga Penyimpanan dan Penyelesaian—

\
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E

mg dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau—

Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3
pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar——
Pemegang Saham.
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan—-
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan—
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar--—
Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan—
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank--
Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau-
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. —————

. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian

atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi
kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti————-
pencatatan dalam rekening Efek.
Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan--
Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah—
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-——-
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau
musnah, kecuali pemegang saham yang meminta———————
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau—
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah—
benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau
musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang—
atau musnah.
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-——
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,——
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Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan—
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang-——-
dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.

| 11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib-

dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai—
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub
rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian—
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal—

pemanggilan RUPS.

menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta—
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum--———
tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan—
dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan—

dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.-

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara—

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam-—
Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan—
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,—
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib-—
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada—
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RL{PS.
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4. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau

hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam
Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan-——
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau—
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau

Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk-———
selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek—
pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.-

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau

hak-hak lain sehubungan dengan pemilian saham kepada
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio—
Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang—

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau—-
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham-——
dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan
keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan-
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang—
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek-—-—
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian,
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan
Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh—————-
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang——————-
selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah—
dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang—
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berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau—
hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham,———
pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar——————
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik-—
saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru—
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan—
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-—
dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham-———
Perseroan dicatat. ~

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta———
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang———
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen—————-
lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu—
menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan—
dalam Anggaran Dasar ini.
Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain———————
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk--
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima—
oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan-——
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen-——
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek
di Indonesia harus memenuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di———
Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam-—————
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan-—
dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain—
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[ pada Lemba;a— Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank———

[ 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.—
' 6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam——
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan—
surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus
ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi—
Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan—
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk-———m
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar—
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran————--
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu

persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.-—
l 8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan-—
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim————————
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan—————
memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari-—
setelah tanggal permohonanan untuk pendaftaran itu-——-
diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di

Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari-
kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan—————
pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para—
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang——
dimaksud.
l 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham-———

karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena—
suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu——
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saham beralih karena hulum, dengan mengajukan-—————

haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan-—
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut;
Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat———
menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa——
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta——
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam-————
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas
saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis——————
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal-

ni

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———
Pasal 11

1. RUPS terdiri atas :
| a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
| b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan——
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana—
dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini;—————
I c. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat—
menetapkan batas waktu lain.
' 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali

l dengan tegas ditentukan lain.
| 3. a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas————
permintaan :-
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F. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang—

| ii. Dewan Komisaris.
b.

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)—
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu—
jumlah yang lebih kecil; atau

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada—
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (b)—
Pasal ini yang disampaikan oleh pemegang saham-——
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (a) sub i Pasal ini—
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana————————

dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
a.
b.

C.

Dilakukan dengan itikad baik;- -
Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;———————
Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
RUPS;

d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang-———-

harus diputuskan dalam RUPS; dan
Tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.—————

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada———
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat-——--
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan—-
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

3 Pasal ini, diterima Direksi.

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara—
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 (a) sub i Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan——
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat—
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7.

5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana-—
pada ayat (5) Pasal ini.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS—
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a)
sub i Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan————————
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib—
mengumumkan :
a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari——

| pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan——
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS—
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang——
saham dapat mengajukan kembali permintaan————————
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-—
ayat 3 (a) sub i Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS—
kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling——-
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-—————
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana——————
dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

' 10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan-—

mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling—
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman-—————
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini.

| 11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal—
ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
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| pemegang saham yang tidak diselenggarakan, dan;——
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
l 12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan—————
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan-——————-—
diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan———-
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat—————
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin—
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 3 (a) sub i Pasal ini.
I 13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana--
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib-
menyelenggarakan RUPS.
| 14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a)
sub i Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan———-—
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)-——
bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS
yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan--
Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.
| 15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS—
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a)
sub i Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib-—
mengumumkan :
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| b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
l 16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini atau
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
[ 17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS—
kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling———
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-—
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana—
dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
' 18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan—
mata acara rapat kepada Otaritas Jasa Keuangan paling—-
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman-——--——
sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini.
' 19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh—
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini,——
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9-—
dan ayat 17 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana—
dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai-
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana—-
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan————
Anggaran Dasar Perseroan ini.
| 20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara—

RUPS wajib memuat juga informasi :
a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan
pemegang saham dan nama pemegang saham yang-——
mengusulkan serta jumlah kepemilikkan sahamnya——
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m jika Direksi atau Dewan Komisaris——
melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;—

lb.

Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah—
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin——
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan-—————-

pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;——

atau

| c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS—

atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang
diusulkannya.

—— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN —

Pasal 12

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya—
| 6 (Enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.——

2. Dalam RUPS Tahunan :

| b.

Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah--
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat————-
pengesahan RUPS;
Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai—
keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan—
persetujuan RUPS;

. Direksi mengajukan usul penggunaan laba bersih———-

Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba—
yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu—
untuk mendapat persetujuan rapat;

. Direksi wajib mengajukan RUPS, penunjukan Kantor—
LAkuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa————

Keuangan;

.
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F—Ji:a;;l’l:ﬂakukan pengangkatan para anggota-———

Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan;-
| £ Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi
kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan-—————
Anggaran Dasar.
3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan——
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan——————-
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada———-
anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah—
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan—-
keuangan.
4. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun buku—
el
—— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA —
Pasal 13
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap—
perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang—
Pasar Modal.

TEMPAT, PEMANGGILAN,
- WAKTU PENYELENGGARAAN DAN PIMPINAN RUPS -
Pasal 14
1. RUPS waijib diselenggarakan di wilayah Negara Republik--

l Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu——————-

| penyelenggaraan RUPS.
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3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-—

KANTOR NOTARIS
Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn dalam ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di :
YOGYAKARTA a. Tempat kedudukan Perseroan;
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-—————
' utamanya;

l c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan——

' usaha utama Perseroan; atau

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang—-—-

[ mencatatkan saham Perseroan.

' 4. Prosedur Penyelenggaran RUPS : :
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib-——————
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat
l kepada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang——
' saham; dan

| c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang—
saham.

5. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan :—
' a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan———
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa—
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-——
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal pengumuman RUPS;
| b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam butir—
(a) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci;—
| ¢. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat ini,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling————-
lambat pada saat pemanggilan RUPS.
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9.

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada—
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari——
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal-——
pemanggilan.
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6
Pasal ini memuat paling sedikit :
a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam-

I RUPS;
b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan

| mata acara rapat;
c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-
d. Tanggal pemanggilan RUPS,

. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan———

pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana—-—
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 (a), selain memuat hal—-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini,
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6
Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari-
pemegang saham atau Dewan Komisaris.
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri—
oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi—————
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini,—~
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga

keterangan :
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang——-
Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh—
dalam RUPS pertama; dan

I b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang-——————

disyaratkan dalam setiap rapat.
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10. P saham dapat men mata acara rapat—
KANTOR NOTARIS r—r“e@‘"T pa gusulkan pa

Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKy | Secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat
YOGYAKARTA 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
' 11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara—
rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini——-
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang——
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar-—
Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil .
12. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam—
ayat 10 Pasal ini harus :
a. Dilakukan dengan itikad baik;
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;————————
c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
RUPS; :
d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara——
rapat; dan
e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan——
perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.—
l 13. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat—
dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang——————
dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara—
rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12 Pasal ini.
' 14. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada———
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari—
sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan—
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-
l 15. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14
Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit :————
a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
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c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
KANTOR NOTARIS l’";— y
Dr TABITHA SRITEANY 51 MKy | de Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam—
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[ e

| £

| &
' kuasa melalui e-RUPS.

I RUPS;

Iacaratersebut;

Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata

Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara—
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal-—-
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan-———
RUPS diselenggarakan; dan
Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan

| 16. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan—

a.

| b.

|c.

lsebagniberikut:

RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka-——
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama
diselenggarakan;
Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling——
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua————-
Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan-—
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.

l 17. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 (a)—
Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
18. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh—————
Otoritas Jasa Keuangan.




19. P. honan sebagai dimaksud dalam ayat 18 Pasal—-
KAl * NOTARIS r ermo. sebagaimana dima aya

Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn | ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan—
YOGYAKARTA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua—
dilangsungkan.

| 20. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 Pasal—

ini memuat paling sedikit :
a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam-——
| anggaran dasar Perseroan;

| b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama—
| dan kedua; _
c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
| pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi-
| kuorum RUPS kedua; dan
e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan————
| alasannya.
| 21. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan————
sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa—————
Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini.~———-
| 22. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
23. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam-—
ayat 22 Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan-————-
RUPS.

| 24. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat--
lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam-—
ayat 23 Pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat——
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan
penmdang-und;ngan lain tersebut.
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|’2/5. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan-————

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib——-
tersedia :
a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
l pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;—
atau

| b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud-
dalam butir (a) namun paling lambat pada saat-
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam————
ketentuan peraturan perundang-undangan.————————

l 26. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri—

oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib-————
menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup-———
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen—
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan——
bahwa:
‘a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
| b. ‘Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan—
tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

| 27. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika—

terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS—
yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat--
15 Pasal ini.

28. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud-—

dalam ayat 27 Pasal ini memuat perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang——
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RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana-—————
KANTOR NOTARIS l/ga/ pemanggilan g. .
Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn | dimaksud dalam ayat 14 dan ayat 15 Pasal inj.—————

YOGYAKARTA | 29. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau—
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana———-——
dimaksud dalam ayat 28 Pasal ini tidak berlaku, sepanjang
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk————
dilakukan pemanggilan ulang.
| 30. Hak Pemegang Saham :
| a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili———
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS,——-
| b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS——
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat—
dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka—
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.————
| c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,—
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai
berikut :
i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perusahaan-————————
Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan—
RUPS kedua; dan
ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perusahaan-—————
Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan—
RUPS ketiga.
| d. Dalamhaueqadi pemanggilan ulang sebagaimana—
demaksud dalam ayat 28 Pasal ini, pemegang saham—
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| 35. Pemberian Kuasa Secara Elektronik :

| 34. Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS :

[ yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang—
saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan ulang RUPS.
e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan——-
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat
28 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir
mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana——
dimaksud pada ayat 31 Pasal ini.

31. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris—

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan ayat 17,
serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam-——-
Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat—
disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga—-
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara—
RUPS.

l 32. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak-—-

memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait
mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan-—
kepentingan Perseroan.

| 33. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada————

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.———————

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara-—
RUPS.

' a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian—-
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk—
hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

I b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat—
30 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk—
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mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara
dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan-———
perundang-undangan.
c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (b)
Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara-——
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh————
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh——
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem--
yang disediakan oleh Perseroan.
' d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (c)
Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari—

I kerja sebelum penyelenggaraan RUPS-
l e.. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara—
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara—
| £ Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa—
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam-
butir (c) Pasal inijika pemegang saham mencantumkan
pilihan suara.

| g Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
dimaksud dalam butir (f) Pasal ini dapat dilakukan——
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan RUPS.
' h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara———
elektronik meliputi :

| i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening

| efek/efek milik pemegang saham;

ii. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

l iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.————

I i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara—
L elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (h) sub—

ii Pasal ini.
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P
J-

| k.

Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir—
(h) Pasal ini wajib :
i. cakap menurut hukum; dan
ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota-—————
Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan——
Terbuka.
Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir (j)
Pasal ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS--
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh—
Perseroan.
Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara——
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk-——————
memberikan suara atas nama pemberi kuasa
dinyatakan batal.

l m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta

l n.

| o

pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau--
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh--
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,
serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali-—
diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh-———-
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan-—-————-
perundang-undangan.
Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur-——
oleh Penyedia e-RUPS.
Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran,—
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian—-
dan perubahan suara diatur dalam prosedur.
operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
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ﬁm& bertanggung jawab atas kuasa yang—

diterima dari pemegang saham dan harus
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan-—
tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
q. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat————
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa-——————-
Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas—
Jasa Keuangan. .
r. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam butir (q) Pasal ini wajib--
terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan————
Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk————
memastikan pemegang saham yang berhak hadir————-
dalam RUPS.
I s. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan———
sebagaimana dimaksud dalam butir (r) Pasal ini wajib—
berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan
di wilayah Republik Indonesia.
| t. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa——
Keuangan sebagaimana dimaksud butir (r) Pasal ini——
berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan———-—
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.—
I u. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
i. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik—
dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan-—
peraturan perundang-undangan;
| ii. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS
' untuk dapat mengakses e-RUPS;
| iii. memiliki dan menetapkan mekanisme atau
Lprosedm: operasional standar penyelenggaraan——
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[ e-RUPS;
iv. memastikan terselenggaranya kegiatan dan——————
| keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
v. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;—-
vi. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS——
dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan
sistem termasuk penambahan layanan dan fitur—
e-RUPS;
vii. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh—
kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk————
keperluan pengawasan, penegakan hukum,————
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;—
viii. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti—
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait—
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia———
pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat-—-
data utama;
ix. memenuhi standar minimum sistem teknologi-——
informasi, pengamanan teknologi informasi,
gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola—
sistem teknologi informasi;-
x. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan-
xi. bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya—
dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.———

. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara———

elektronik dengan menggunakan sistem yang————
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir (u) Pasal ini———
berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban————
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
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l w. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai-—

| prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS,

| x. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam-—
butir (w) Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh--
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

' y. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup paling sedikit :
| i persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau—
pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS,—
termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna——
e-RUPS;
ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;—
iii. tata cara penggunaan e-RUPS;-
iv, hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi
pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;—
| vii.mekanisme pelaporan dan pengambilan data~————-
dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan——-
Perseroan;
' viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan-———
| ketentuan peraturan perundang-undangan; dan—
| ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan
| kepada Pengguna e-RUPS.
| 36. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang——
| ditunjuk oleh Dewan Komisaris.




37. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir—
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
| 38. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana—
dimaksud dalam ayat 36 dan ayat 37 Pasal ini, RUPS———
dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS-
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
39. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh—
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai-——
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota-—
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan-——————
Komisaris.
| 40. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai--
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu——
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
' 41, Dalam hal semua anggota Direksi yang ditunjuk oleh——
Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan——
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam
RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak-——
mempunyai benturan kepentingan.
42. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan—
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang-—————
Pemegang Saham bukan Pengendali yang dipilih oleh——
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam-—
RUPS.
| 43. Tata Tertib RUPS :
a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus—

liiberikan kepada pemegang saham yang hadir.
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Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud dalam--
butir a diatas harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-
Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib—
memberikan penjelasan kepada pemegang saham-———--
paling sedikit memuat :

i. kondisi umum Perseroan secara singkat;

ii. mata acara rapat;

iii. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata—

I acara rapat; dan

’ iv. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk

| mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.——
KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN,
RISALAH RAPAT, SERTA MEDIA ————

DAN BAHASA PENGUMUMAN

1. Keputusan RUPS :

| b.

Pasal 15

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah—
untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas
tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan

suara.

. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara—-

sebagaimana dimaksud dalam butir (b) diatas wajib—
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum-—
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

| 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS :——

| a.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS——
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam-———
RUPS :
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS———
untuk mata al‘ara yang harus diputuskan dalam RUPS
dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
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i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan-——-
jumlah kuorum yang lebih besar;
ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam-—
sub (i) diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat—-
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS—
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan———-—-
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan-
iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-—
sub (i) dan sub (ii) diatas adalah sah jika disetujui-
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan—————————
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika——
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua————
sebagaimana dimaksud dalam butir a sub (ii) diatas—
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-—-
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil-—
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari—
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-————
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan——
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan—————————
Perseroan.
| c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan--

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b

diatas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan———
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e ——
kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi-—

material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali
untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan
kekayaan Perseroan lebih dari 50 % (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih.

. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS—

untuk mata acara perubahan anggaran dasar———————

Perseroan :
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS———
untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan
yang memerlukan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang-——
hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan——
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan—
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;-
i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit—
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh————
saham dengan hak suara yang sah, kecuali-————
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah-——
kuorum yang lebih besar;
l ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam—
sub (i) diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih—
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham-
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
| iii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam--
sub (i) diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat-——
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan—
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS—
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-—
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari——
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kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan——
jumlah kuorum yang lebih besar;
iv. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui-——
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari———
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; dan
| v. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua—
sebagaimana dimaksud dalam sub (iii) diatas tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan————-
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum--
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan——
Perseroan.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS——
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan :—
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS———
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan-—
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)—
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)—-
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan—
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam-——
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu-—
sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,—
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan--
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka
waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran————
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|iv.

[

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai—————-
berikut :

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit-—
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh—
saham dengan hak suara yang sah, kecuali————
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah———
kuorum yang lebih besar;
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam—
sub (i) diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih—
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh——-
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam-
sub (i) diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat—
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan—
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri—
oleh pemegang saham yang mewakili paling————
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah———
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah—
kuorum yang lebih besar;
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui—
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari—
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; dan
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua—
sebagaimana dimaksud dalam sub (iii) diatas tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan———-
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
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oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan———
Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS——
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham—
Independen :
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen———-
(yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai
benturan kepentingan atas transaksi tertentu )
dilaksanakan dengan ketentuan : -

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri-—
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah—
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang—
dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali—
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah—
kuorum yang lebih besar;
| ii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam—
sub (i) diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih-—
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki-—
oleh Pemegang Saham Independen;
iii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
sub (i) diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat—
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari——
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh—
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki—
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran-—
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum-——
yang lebih besar;
| iv. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui—
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlahéeluruhsahamdenganhaksuarayangsah
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yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen—
rymg hadir dalam RUPS;
v. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-—
sebagaimana dimaksud dalam sub (iii) diatas———-
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan—
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak—
mengambil keputusan jika dihadiri oleh——v
Pemegang Saham Independen dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran——
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas

permohonan Perseroan; dan
vi. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui-—
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang—
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang-
hadir dalam RUPS.
g Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS——
untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam—
hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi—
saham :
Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu)———
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan-—
hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham-—
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas——
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham————-
tertentu, dengan ketentuan :
| i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS——
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari—
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham-——
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar
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iv!

P’emeroan menentukan jumlah kuorum yang lebih

besar;
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
sub (i) diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat—
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS——
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian darj-———-
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham-——
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar-———
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih
Deaaris

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam—
sub (i) dan (ii) diatas sah jika disetujui oleh lebih—
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa-——
keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara—
setuju yang lebih besar; dan
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-—
sebagaimana dimaksud dalam sub (ii) diatas tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan——-
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham-——
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.

[h. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas
peru

P

|_tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham

bahan hak atas saham pada klasifikasi saham———-
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(o Einaiiiaal saliam Seraebit bedisirian Pastnin
Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan hak untuk hadir--
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham-—--

| 3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS :

| d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya

Ie.

tersebut.
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang—
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap—

memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara,———————

j. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang-—
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa—
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya—
dengan suara yang berbeda.

Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan

l b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh—

pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.—
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)—
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.————

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah—
RUPS waijib dibuat dalam bentuk akta berita acara——-
RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di———
Otoritas Jasa Keuangan.
Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a—
| diatas wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
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|f.

Roaanan pating bicibak 20 (i iRy et seitali—
RUPS diselenggarakan.
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS————
sebagaimana dimaksud dalam butir e diatas jatuh-——-
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib————
disampaikan paling lambat pada hari kerja—————————

berikutnya.
Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS-——-
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam-
butir b diatas, penghitungan jumlah hari :
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS———
dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu
penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud—
dalam butir b diatas.———
Ringkasan risalah RUPS sebegaimana dimaksud
dalam butir a diatas wajib memuat informasi paling—-
sedikit =
i tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan—

RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara--

l RUPS;

l ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris—

yang hadir pada saat RUPS;

‘m. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang-—

| iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada

hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari-——
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah;

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-—
dan/atau memberikan pendapat terkait mata——

acara rapat;

| v. jumlah pemegang saham yang mengajukan——

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat——
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vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah——
suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap
mata acara rapat, jika pengambilan keputusan-——-
dilakukan dengan pemungutan suara;

viii. keputusan RUPS; dan
ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada—
pemegang saham yang berhak, jika terdapat-——
keputusan RUPS terkait dengan pembagian————
dividen tunai.

| i Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud———
dalam butir a diatas wajib diumumkan kepada————
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah—

RUPS diselenggarakan.

l 4. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman :————
’ a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,—
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan———————
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana——
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—
ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa
efek waijib dilakukan melalui paling sedikit e
i. situs web penyedia e-RUPS;
ii. situs web bursa efek; dan
ili. situs web Perusahaan Terbuka,
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan—
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris.
I b. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,—
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan———————
pengumum:;n ringkasan risalah RUPS sebagaimana-—
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dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—
ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak—
tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui
paling sedikit :
i. situs web penyedia e-RUPS;
ii. situs web Perusahaan Terbuka; dan
iii. situs web yang disediakan Otoritas Jasa
| Keuangan,
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan—
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing——
sebagaimana dimaksud butir a sub (iii) dan butir b sub
(ii) diatas wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam pengumuman yang menggunakan-——
Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi—
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang-—
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana-——
dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa——-
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang———
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,——
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan-——
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-——
butir a sampai dengan butir d Pasal ini, bagi Perseroan
yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan—
melalui paling sedikit :
i. situs web bursa efek; dan

ii. situs web Perusahaan Terbuka,
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bahasa Inggris.
f. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan——-
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3—
butir e, f, g, h, dan i, serta ayat 4 butir a, b, dan ¢ Pasal
ini, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh—
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana——
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13 dan _
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris—————
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16.
g- Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs—
web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,——
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b—
sub (iii) dan Pasal 53 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan.
| 5. Ketentuan Lain-lain :
Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS—
belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas)—
bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib :—
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan—
| hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan———
| b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud—

I dalam butir a diatas dalam laporan tahunan.———————
DIREKSI
Pasal 16
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri—
Ldari sedikitya 2 (Dua) orang anggota Direksi, yang terdiri

dari:
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|7. Seorang Direktur Utama;
b. Seorang Direktur atau lebih.

3 (Tiga) tahun terhitung sejka RUPS yang mengangkat-——-
mereka, sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada—
akhir 1 (Satu) periode masa jabatan dimaksud dan dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-——-
mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang——
perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota—
Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat--
kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat——
diangkat dan selama menjabat :
a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;—
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
¢. Dalam 5 (Lima) tahun sebelum pengangkatan dan—
-dmaméniabat -

i. Tidak pernah dinyatakan pailit;

ii. Tidak pernah menjabat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan-—————
dinyatakan pailit;

|m Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara-————
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

dan
| iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau—

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :

1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS————

o
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|
l

2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota-————
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris—
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah-
tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota——
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan————
3) Pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan; atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan--
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada—
Otoritas Jasa Keuangan.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan—————-
| perundang-undangan; dan
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang—
| yangdibutuhkan Perseroan.

l 4. Pemenuhan persyatan sebagai anggota Direksi wajib——

P

| 7.

dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada—
Perseroan. Surat pernyataan mengenai persyaratan-—————
menjadi anggota Direksi tersebut wajib diteliti dan———
didokumentasikan oleh Perseroan.

. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan

anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2)--
pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran—
Dasar ini.
Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau—————
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus———————
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau--
komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota-——
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini—
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| atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat
sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus———-
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa-—
jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.—-—
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka—
waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri, untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan—————-——
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu-———-—-
90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan-———
tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat--
Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh—
Dewan Komisaris.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari—————

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib———
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang-——
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat-————
90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya
pemberitahuan secara tertulis tersebut. Terhadap anggota—
Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat-——-
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota——-
Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga—
tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.—-—

| 11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa———
Keuangan paling lambat 2 (Dua) hari kerja setelah
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diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan—
hasil penyelenggaraan RUPS.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan-—

I bedasarkan suatu keputusan pengadilan; atay———————
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peratura perundang-

| undangan yang berlaku; atau meninggal dunia; atau—
c¢. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
d. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini;

| atau
| e. Masa jabatan telah berakhir.

[ 13. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara-—

waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak—
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat—
indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang——
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan—————
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan—
tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan-——

| b. Pemberhentian sementara dimaksud harus-————————
diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan-——
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;—

| ¢. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat-——--
2 (Dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian
sementara tersebut;
I d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak—
berwenang men)alankan pengurusan Perseroan serta—

82



KANTOR NOTARIS

Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKn

YOGYAKARTA

[ e. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar———
Pengadilan;

puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara
dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan-—-
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan-———
keputusan pemberhentian sementara tersebut;

| f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat

ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi———--
kesempatan untuk membela diri;

lg. Dalam hal jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari telah

lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat
ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan
wajib melakuka tugasnya kembali sebagaimana—————
mestinya.

14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara——
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 tidak berwenang :—
a. Menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan-——

Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan—
Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau--
Perusahaan Publik; dan—

| b. Mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam——

| maupun di luar pengadilan.

| 15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada——

ayat 11 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau

membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana—
dimaksud pada ayat 10 huruf e; atau
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Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di-————
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKS] ————

Pasal 17

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar—

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,—

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain———

dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai
maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan———
pembatasan bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-————-

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan

di Bank);-

| b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada—

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;~
| c. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan—
perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan
inventory Perseroan;
| d. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan,—
kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan—

I sehari-hari;

| e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak—

atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang-——

buka merupakan inventory) atau menjaminkan harta—
kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau-—
sampai dengan 50 % (Lima puluh persen) dari total aset

Perseroan; .
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puluh persen) dari total aset Perseroan;
Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris—

Perseroan.
| 2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi—
yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi—
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham
utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi—
memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju-—
lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang-——
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 butir (f) di atas dan sesuai
~dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar—
Modal. :
| 3. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk—
| dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. —————
|4. a Seoranganggota Direksi tidak berwenang mewakili—
Perseroan apabila ;
i.  terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan—
| dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
| ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai-
I kepentingan yang berbenturan dengan————————
kepentingan Perseroan;
|iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan
untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam—
Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar ini, terhitung——
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh-—
Dewan Komisaris sampai dengan :
1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan-—

atau membatalkan pemberhentian sementara-—
tersebut; atau
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[—2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana-——
dimaksud pada Pasal 16 ayat 12 Anggaran-——

Dasar ini.

| b. Dalam hal tersebut i atas, yang berhak mewakili——

Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini) adalah :
i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai—
' berbenturan kepentingan dengan Perseroan; -
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota——
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan

I Perseroan; atau
[m. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal—
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris—
mempunyai benturan kepentingan dengan-———
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk -
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan—————
| merupakan persediaan); atau
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;———
Yang merupakan lebih dari 50 % (Lima puluh persen) dari
jumlah kekayaan bersih (ekuitas) Perseroan, dengan———
memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material,—
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan—--
tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan———
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk—
transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS———
Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar—
Modal.
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-—————
bertentangan de;\gan kepentingan pribadi seorang anggota
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Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota——--
Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan——
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-————
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota-————
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan—-
Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan——————-
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana-——
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar ini-—
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di—
bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan-—-———--
Perseroan.———— :
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi—
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

I 10. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang—

belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada———
Peraturan OJK di bidangPasarModaldanketenmansem

peraturan perundangan lainnya yang berlaku.———————
~ RAPAT DIREKSI

Pasal 18

B

Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan secara——
berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setiap bulan dan
dapat dilakukan setiap waktu :
a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih———

| anggota Direksi; atau
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih————

| anggota Dewan Komisaris.

I 2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan-—

Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali
dalam 4 (Empat)imlan.
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,4.

yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (Satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah.
Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi———
menurut ketentuan ayat 14 Pasal 14 diatas; Apabila-————
anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan———
dalam waktu 3 (Tiga) hari sejak permintaan disampaikan--
atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk--
rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota-——
Direksi lainnya.
Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat-——
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-—
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda—
terima paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan—
tanggal rapat.—
Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,——
waktu, tempat dan acara rapat.
Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan—
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila——
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan—
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat————
Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak————
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal—
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang—
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat—
Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
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Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan—

surat kuasa.

’ 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil——eeeeeeewr

keputusan yang mengikat apabila lebih dari %2 (Satu per—
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang———
menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan-———
rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah———
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan—-
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara——
setuju paling sedikit lebih dari ¥z (Satu per dua) bagian—-
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-—————

[ berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan,—
12 a.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu)-——
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-—————-
diwakilinya;
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain—
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak--
dari yang hadir;
suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-—
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta—
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang—
dikeluarkan.

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang
hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua—
Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh
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YOGYAKARTA bersangkutan guna memastika kelengkapan dan——————
kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana—
ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan——
dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus
diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari Yz (Satu per—
dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang———
sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang—
sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak
ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil———
dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara-——-
dibuat oleh Notaris, tanda-tangan demikian tidak
14. Direksi dapat juga megambil keputusan yang sah tanpa—
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua————--
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul-—
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani——
persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-————
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.—
15. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti—
telekomunikasi, video konferensi atau sarana media—————
elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan—
semua peserta saling mendengar atau melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam-————
rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan—
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama——
dengan persyaratan rapat biasa.
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perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang—
berlaku di Pasar Modal.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (Dua) orang-——
anggota Dewan Komisaris, 1 (Satu) di antara Dewan-————
Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30 %-—
(Tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan-—
Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan——-
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar—
Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk-—-
jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang—
mengangkat meteh, sampai dengan penutupan RUPS—
yang ketlvwdlh tanggal pengangkatan mereka dan—
dengan tid i hak RUPS untuk
Mmmmy@mammm dengan
memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah——
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada—
saat diangkat dan selama menjabat :
a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;—
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
¢. Dalam 5 (Lima) tahun sebelum pengangkatan dan———
selama menjabat :

i. Tidak pernah dinyatakan pailit;

ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau—-

| anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
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bersalah menyebabkan suatu perusahaan————————

dinyatakan pailit;
. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak-——

pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan——

. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau——

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :—

1)

2)

3)

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS—————
tahunan;
Pertanggungjawabannya sebagai anggota————
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris—
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah—
tidak memberikan pertanggungjawaban-————-
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota-——-
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-———
Pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran
dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi-—
kewajiban menyampaikan laporan tahunan———
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas—
Jasa Keuangan.

| d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan———

| perundang-undangan; dan
| e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang—
yang dibutuhkan Perseroan.

, 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat-

3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan-—
sebagai berikut :
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai

wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,—
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan—
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (Enam) bulan———
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terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai—
Komisaris Independen Perseroan pada periode————
berikutnya;

I b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak

langsung pada Perseroan;

l ¢. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan——————

Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
atau pemegang saham utama Perseroan; dan—————

l d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung———-

’5.

8.

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan——-—
l kegiatan usaha Perseroan.

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan

anggota 'Dewan Komisaris yang diberhentikan————

berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu——

lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa———
Keuangan paling lambat 2 (Dua) hari kerja setelah-———
diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan———
Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.

. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota-———

Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3)
pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang
diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris———
yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang———-
merupakan sisa masa jabbatan anggota Dewan Komisaris—
lainnya yang masih menjabat.
Apabila suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris—-
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh)—
hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan—
RUPS untuk mengrs: lowongan itu dengan
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yang menduduki jabata sebagai anggota Dewan Komisaris
setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali--
sesuai dengan keputusan RUPS.
[ 9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-—
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis—
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran—
dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk--
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-——-—
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah——
diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan
diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan—
pertanggunjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal—
pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.—
I 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal :—
I a. Dinyatakan pailit atau ditaruh bawah pengampunan-—
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
| 'b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6)—
pasal ini; atau
' c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan————————
perundang-undangan; atau
d. Meninggal dunia; atau
e. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau-—————
f. Masa jabatannya berakhir.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini mengacu ada Peraturan OJK di
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bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-———-——

perundangan lainnya yang berlaku.
—— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS —
Pasal 20
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan—
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan—
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik-—
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan———
memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib—————
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya-———
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad-—
baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. ———————
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas—
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan—
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat——-
membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap-———
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan—
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir—
tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya————
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
8. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan-————
Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini—
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan—
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RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 21

 E

2.

3.

4,

Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1-—
(Satu) kali dalam 2 (Dua) bulan dan dapat diadakan setiap
waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilakukan secara
berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 4 (Empat) bulan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,———
kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama-
atau oleh 1/3 (Satu per tiga) bagian dari jumlah anggota—
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat
Direksi atau atas permintaan dari 1 (Satu) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya
1/10 (Satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan——
Komisaris dapat mengundang Direksi.
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh———
Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak——
dilakukan dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari————-
kalender sejak disampaikannya permintaan untuk
diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan
Komisaris yang mengajukan permintaan untuk

diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri-—-—-—
Rapat tersebut.
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan-—————
kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung-

ataupun dengan‘surat tercatat dengan mendapat tanda-—
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M

|5.

P

terima yang layak, paling lambat 3 (Tiga) hari kerja
sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat dan acara Rapat.
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan-—
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila—
semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,~——
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-—
dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat—-
kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama-——————
Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang————
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut———
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.——
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,—
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-—-
pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari-—-
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat
tersebut.-

. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam-

Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota——
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih
dari %2 (Satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan—
Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili———
dalam Rapat.

10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil-————

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-———-
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
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| b

[ tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara———
setuju lebih dari %2 (Satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

, 11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ——-

maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan————————

menentukan.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak——
mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu)——
suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain——

yang diwakilinya. :
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan———-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,————
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-—
dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat

. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta—
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang—
dikeluarkan.

| 13. Befita acare rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan—

kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada—
rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan
dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara—
dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak————
disyaratkan.

14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan-——
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini
akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para——
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga—————
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mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil-———

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang—
sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan—
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi-—
tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-————————
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang——
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-
rapat Dewan Komisaris.
16. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum
‘diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.
- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, ————
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 22

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja
tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan—
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,—
sebelum tahun buku dimulai.

l 2. Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana-—————

dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30
(Tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang—
akan datang.
| 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (Satu)-——

Januari sampai dengan tanggal 31 (Tiga puluh satu)——

Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun,—

buku Perseroan ditutup.
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Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan—-—
RUPS tahunan.
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba—
rugi dalam 1 (Satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang—
berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan————
RUPS tahunan, selambat-lambatnya 120 (Seratus dua———-—
puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

— PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —

Pasal 23

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-——
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang—
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo—
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya-—
yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
Penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan
penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud-
Pasal 24 Anggaran Dasar ini, diputuskan oleh RUPS,~——
hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham-——
dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo
laba positif.
Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan—————-
pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan-
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak paling lambat 30 (Tiga puluh) hari setelah-——————
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang

memutuskan pembagian dividen tunai.
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan—————
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan—
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga—
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen-
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. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

engan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham-——————
Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 (Satu) saham harus———-
dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu——
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja—
yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil;
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada-—
semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai—————
dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (Dua) surat—
kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya
berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat——--
kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh————-
Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang——
undangan di bidang Pasar Modal.

. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat-——-

diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh——
Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut

tidak boleh melebihi 5 % (Lima persen).

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-—
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan—
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-———-
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan——————
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-—————
tertutup seluruhnya.
Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan

persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi—
dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan——
memungkinkam.dengan ketentuan bahwa dividen interim
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tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan—
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan————-———
berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT
dan dengan memperhatikan ketentuan perundang
undangan di bidang Pasar Modal.
PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

.

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan—
ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi
dan dengan mengindahkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya-——
untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20 %

(Dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan—
-disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh-——

digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat——
ditutup dengan cadangan lain.
Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %—
(Dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan—
disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah—
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.————
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan
yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus--
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan-—
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan—————
Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan———————
perundang-undangan yang berlaku.
Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan——
harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
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r'“—"-—"r's’k'u;mm ANGGARAN DASAR ——eeeeeee

Pasal 25
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT,—
pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai—-
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar——-—
Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
~—eeeeeee PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ———-
Pasal 26
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan—
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-—
undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan-———
ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan—————
perundang-undangan lainnya.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI,
——— DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM —
Pasal 27
Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan—
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan—————
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan—
peraturan perundang-undangan lainnya.
TEMPAT TINGGAL
Pasal 28
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang——
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat————
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan--
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan
ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek-
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan,————
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-

—— KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini—
berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan——
peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu yang
tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,——
akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal-——
ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2——
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunaj—
melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan—
perincian sebagai berikut :
1. Tuan KHALID BIN OMAR ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik kurang lebih 42,52 %
(Empat puluh dua koma lima dua persen) dari modal—
yang telah ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan-
yaitu sebanyak 1.754.744.350 (satu milyar tujuh ratus lima
puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu—
tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal-————
Rp. 87.737.217.500,- (Delapan puluh tujuh milyar tujuh—
ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu—
lima ratus rupiah);
2. Tuan AHMAD BIN ABDULLAH HUSSAIN
HARHARAH,
sebagai pemegang dan pemilik 2,07 % (Dua koma nol—
tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
85.584.800 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan—
puluh empat ribu delapan ratus) saham dengan nilai——-
nominal Rp. 4.279.240.000,- (Empat milyar dua ratus tujuh
puluh sembilari juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);-
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disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
28.543.000 (dua puluh delapan juta lima ratus empat——-

puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal
Rp. 1.427.150.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh—-
tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tuan ALLA’UDIN BIN MOHAMED,-
sebagai pemegang dan pemilik 2,99 % (Dua koma
sembilan sembilan persen) dari modal yang telah—————
ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan yaitu
sebanyak 123.353.450 (seratus dua puluh tiga juta tiga—-
ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) saham
dengan nilai nominal Rp. 6.167.672.500,- (Enam milyar—
seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh—
dua ribu lima ratus rupiah);
5. Tuan ARIFF BIN ZAHID,-
sebagai pemegang dan pemilik 2,17 % (Dua koma satu—-
tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
89.703.050 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga—

ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal
Rp. 4.485.152.500,- (Empat milyar empat ratus delapan—
puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus-—
rupiah);
6. Nona FARIZAH BINTI ZAHID,
sebagai pemegang dan pemilik 2,17 % (Dua koma satu—-
tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
89.703.050 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga—
w saham dengan nilai nominal——————
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|7.

m (Empat milyar empat ratus delapan—
puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus-—
rupiah);
Tuan FAUZI OMAR ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik 2,73 % (Dua koma tujuh—
tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan-———-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
112.615.990 (seratus dua belas juta enam ratus lima belas—
ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai
nominal Rp. 5.630.799.500,- (Lima milyar enam ratus tiga—
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu—-
lima ratus rupiah);
Nona FAUZIAH UMAR ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik 4,92 % (Empat koma
sembilan dua persen) dari modal yang telah ditempatkan
dan disetor dalam Perseroan yaitu sebanyak
202.850.060 (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh—
ribu enam puluh) saham dengan nilai nominal

Rp. 10.142.503.000,- (Sepuluh milyar seratus empat puluh

10.

dua juta lima ratus tiga ribu rupiah);
Nyonya FAZLINA OMAR ABDAT,-
sebagai pemegang dan pemilik 2,19 % (Dua koma satu—-
sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
90.517.180 (sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas—
ribu seratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal—
Rp. 4.525.859.000,- (Empat milyar lima ratus dua puluh—-
lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah);
Nyonya GUSTI SABAH BINTE ZAKARIA BAGHARIB,-
sebagai pemegang dan pemilik 3,34 % (Tiga koma tiga—-—
empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
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11.

12. Nyonya Hajjah KAELESHA AFIATI,—

13.

e
137.646.260 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus——

empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh) saham-—
dengan nilai nominal Rp. 6.882.313.000,- (Enam milyar—
delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas
ribu rupiah);
Tuan HELMI KHALID ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik 0,90 % (Nol koma—————

sembilan nol persen) dari modal yang telah ditempatkan-
dan disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak

36.969.060 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam-—-
puluh sembilan ribu enam puluh) saham dengan nilai-—-
nominal Rp. 1.848.453.000,- (Satu milyar delapan ratus—
empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga—
ribu rupiah);-

sebagai pemegang dan pemilik 4,12 % (Empat koma satu—
dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan———
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai
nominal Rp. 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus—
juta rupiah);
Tuan HUSSAIN BIN AHMAD ABDULLAH
HARHARAH,
sebagai pemegang dan pemilik 1,04 % (Satu koma nol—
empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
42.802.600 (empat puluh dua juta delapan ratus dua ribu—
enam ratus) saham dengan nilai nominal
Rp. 2.140.130.000,- (Dua milyar seratus empat puluh juta-—
seratus tiga puluh ribu rupiah);
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15.

16.

14. Nyonya LUBNA BINTE ALI ABDAT,
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17.

sebagai pemegang dan pemilik 0,76 % (Nol koma tujuh—
enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan-——-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
31.450.170 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh—
ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal-—
Rp. 1.572.508.500,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh——
dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
Nyonya NADIAH KHALID ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik 4,69 % (Empat koma enam
sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
193.375.320 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus—
tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) saham——
dengan nilai nominal Rp. 9.668.766.000,- (Sembilan milyar
enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam—
puluh enam ribu rupiah);
Nona NAJIHA BINTI ZAHID,-
sebagai pemegang dan pemilik 2,17 % (Dua koma satu—
tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan———-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
89.703.050 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga—
ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal

Rp. 4.485.152.500,- (Empat milyar empat ratus delapan—
puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus—
rupiah);
Nyonya NUR’AINI BINTE ZAKARIA SHAIKH OMAR--
BAGHARIB,
sebagai pemegang dan pemilik 1,84 % (Satu koma delapan
empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
75.843.400 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat—
puluh tiga ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal
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Rp. 3.792.170.000,- (Tiga milyar tujuh ratus sembilan——
puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
18. Nyonya SA’'DIAH ALI ABDAT,
sebagai pemegang dan pemilik 1,47 % (Satu koma empat--
tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan——-
disetorkan dalam Perseroan yaitu sebanyak
60.465.600 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima
ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal
Rp. 3.023.280.000,- (Tiga milyar dua puluh tiga juta dua—
ratus delapan puluh ribu rupiah);
19. Masyarakat,
sebagai pemegang 17,22 % (Tujuh belas koma dua dua—-
persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetorkan
dalam Perseroan yaitu sebanyak 710.534.946 (tujuh ratus—
sepuluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan—
ratus empat puluh enam) saham dengan nilai nominal——
Rp. 35.526.747.300,- (Tiga puluh lima milyar lima ratus—
dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
tiga ratus rupiah).
Sehingga seluruhnya sebanyak 4.126.405.336 (Empat milyar—
seratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus
tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya—
sebesar Rp. 206.320.266.800,- (Dua ratus enam milyar tiga—-
ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu
delapan ratus rupiah).
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka
waktu sampai dengan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama
Tuan KHALID BIN OMAR ABDAT, Warga Negara
Singapura, lahir di Malaysia, tanggal lima bulan Oktober—
tahun seribu sembilan ratus enam puluh (05-10-1960),
Wiraswasta, bertempat tinggal di 29 Flora Road #08-08—
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ma Singapore;
Pemegang Kartu ljin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)—
Nomor : 2D41YA0038-Q, Pemegang Passport Singapura-———
Nomor : E6851774C.
- Direktur 3
Tuan HELMI KHALID ABDAT, Warga Negara Singapura,
lahir di Malaysia, tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun—
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (17-08-1988),—
Wiraswasta, bertempat tinggal di APT BLK 269 Pasir Ris——
Street 21 305-438 Singapore 510269;
Pemegang Kartu ljin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)-——
Nomor : 2D41YA0051-S, Pemegang Passport Singapura——
Nomor : K1719103B.
- Direktur
Tuan WAHYUDI EKO SUTORO, Warga Negara Indonesia,
lahir di Yogyakarta, tanggal lima bulan November tahun——
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (05-11-1973),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Palgading, Rukun—
Tetangga/Rukun Warga : 001/017, Desa Sinduharjo, -
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia————
Nomor Induk Kependudukan : 3471010511730001 e
- Direktur :
Tuan MUHAMMAD ANIS, Warga Negara Indonesia, lahir
di Pekalongan, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun-
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (31-01-1976),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngadisuryan KT.1—
(Satu)/66 (Enam puluh enam) Yogyakarta, Rukun—-eee
Tetangga/Rukun Warga : 007/002, Kelurahan Patehan,——
Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia———

Nomor Induk Kependudukan : 3471093101760002. ——————
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~Komisaris Utama
Tuan MUHAMMAD ANWAR KARIM, Sarjana Ekonomi,
Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta tanggal dua—
puluh enam bulan September tahun seribu sembilan ratus—
tujuh puluh tiga (26-09-1973), Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan Purbayan 24 (Dua puluh empat), Rukun
Tetangga/Rukun Warga : 049/011, Kelurahan Purbayan,—
Kecamatan Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;,~—————-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-———
Nomor Induk Kependudukan : 3471142609730001 . —————-—
- Komisaris Independen
Tuan EDWIN JAYANDARU, Warga Negara Indonesia,—-—
lahir di Magelang, tanggal lima belas bulan Oktober tahun—
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (15-10-1973),———
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati B-I-—
(Satu) Kalikecis, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 006/006,—
Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten——
Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia——
Nomor Induk Kependudukan : 3172031510730012. —————
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya,—
Notaris, dan Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut.
-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya——
pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, serta telah———
diperolehnya keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka
keterbukaan informasi kepada publik, seluruh
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini—-
akan segera disampaikan kepada otoritas yang berwenang,—
termasuk OJK, Bursa Efek Indonesia, PT. Kustodian Sentral—
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan yang

berlaku, serta akan diumumkan kepada masyarakat melalui-—
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fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral-—
Efek Indonesia (“KSEI") berupa eASY .KSEL
-Sebelum mengakhiri acara Rapat pada hari ini, Pimpinan-—-
Rapat menyampaikan agar keputusan dalam Rapat ini dapat—
terlaksana dengan baik sehingga Perseroan dapat menjadi—
lebih baik lagi ke depannya.
-Oleh karena Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan dan-
tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini maka——
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ditutup pada—
pukul 14.25 WIB (Empat belas lebih dua puluh lima menit)—
Waktu Indonesia Bagian Barat), dengan mengucapkan terima
kasih atas dukungan para Pemegang Saham.
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah-—
Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana—-—
perlu.
-Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dalam-—
akta ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih
tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. —————
-Para Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya dan———————
menjamin akan kebenaran identitas Para Penghadap sesuai-—
dengan tanda pengenal dan segala dokumen berikut-————
keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan—
dengan ini telah mengerti dan memahami isi akta ini serta—
Para Penghadap adalah orang yang berwenang dalam-————-
menandatangani akta ini. Dan dengan ini membebaskan pula
saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala jenis gugatan————-
dan/atau tuntutan baik secara pidana dan/atau perdata-——-
maupun ganti rugi .yang mungkin muncul dikemudian hari—
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mdan/ atau alasan apapun juga baik dari Para

| Penghadap manapun atau pihak lain yang mengatasnamakan

Para Penghadap.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat atas permintaan Para Penghadap sebagai minuta dan—
dilangsungkan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya WINNY KARTIKA PUTRI, Warga Negara———
Indonesia, lahir di Sleman, tanggal dua puluh bulan
September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
(20-09-1992), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-———-
Ngadiwinatan NG I (Satu)/1255 (Seribu dua ratus lima——
puluh lima), Rukun Tetangga/Rukun Warga : 068/013,—
Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota——-
Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik—
Indonesia Nomor Induk Kependudukan :
3404136009920002, dan
2. Tuan DWI HERIANTO AGUNG MARAYA, Warga——
Negara Indonesia, lahir di Rantepao, tanggal enam bulan-—
Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat——-
(06-07-1994), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di——
Jalan Banteng Baru III (Tiga) Nomor : 13 (Tiga belas),——
Rukun Tetangga/Rukun Warga : 003/029, Desa
Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;-——
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia——
Nomor Induk Kependudukan : 7326010607930001.
Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta, yang saya,—
Notaris kenal sebagai saksi-saksi.
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para
Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian
Para Penghadap membubuhkan cap sidik ibu jari kanan dan—
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kirinya pada lembaran tersendiri diluar akta ini dan lembaran
KANTOR NOTARIS
Dr. TABITHA SRI JEANY, SH, MKy{ tersebut ikut dilekatkan bersama dengan minuta akta ini.———
YOGYAKARTA -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-———
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
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